
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR^TAHUN 2018

TENTANG

URAJAN TOGAS JABATAN PADA DINAS KETAHANAN PANG AN
KABUPATEN BOYOLAU

DENGAN RAHMAT TO HAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU.

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ay at (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
Boyolali, maka perlu menetapkan Pc rat u ran Bupati Boyolali 
tentang Uraian Tugas J aba tan pada Dinas Ketahanan 
Pangan Kabupaten Bo>'Olali;

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tcngah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 leniang 
Perubahan Kedua Ataa Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (l-cmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabu paten Boyolali Nomor 183|;

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
Tentang Kedudukan^ Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, sena Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 
Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUG AS JABATAN 
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN 
BOYOLAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pa sal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati ....
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tel ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

4. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887j;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabu paten Boyolali Nomor 183);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabu paten 
Boyolali (Berita Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 2018 
Nomor 25),

MEMUTUSKAN:

Menelapkan PERATURAN BUPATI BOVOLAU TENTANG URAIAN TUGAS 
JABATAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN 
BOYOLAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Boyolali.

2. Bupati ....
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2. Bupati adaiah Bupati Boyolali.

3. Perangkat Daerah adaiah unaur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Uruaan Pemenncahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Urusan Pemerintahan adaiah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangaji Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan. dan menycjahtcrakan masyarakat.

6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adaiah Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

BAB II
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 2
(1) DKP mempunyai tugas mem bantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pern bantu an 
yangdiberikan kepada Daerah di bidang pangan.

(2) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala DKP yang 
mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pern bantu an yangdiberikan kepada Daerah di bidang pangan.

(3) Uraian tugas Kepala DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaiah 
sebagai berikut
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis bidang pangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menetapkan per^ncanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang pangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang'undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data peren Canaan yang dapat dipertanggungawabkan agar 
tersuaun dokumen peren can aan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinasikan penyeleng^T^an pemerintahan dan ang^ran di 
bidang pangan berdaaarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
dumber day a agar penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang lelah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas. membeiikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran:

menyelenggarakan pernbinaan bidang pangan;

menyelenggarakan pendampingan kepada ketompok masyarakat di 
bidang pangan;

menganalisis laporan kegiatan dari sekretahat dan bidang sebagai 
bahan penyusunan kebijakan dalam bidang pangan;

menyelenggarakan penyediaan infrastruktur pangan;

menyelenggarakan penyediaan cadangan pangan dan distribuai 
pangan;

menyelenggarakan kerjasama an tar lembaga pemerintah, swasta. 
dan masyarakat dalam bidang pangan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan perencanaan 

dan indicator sistem pengendalian interna) yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

m. merumuskan laporan di bidang pangan berdasarkan data dan analisa 
sebagai in formas! dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang’Undangan dalam rangka 
mendukung kineija organ isasi.

e.

f.

h.

i.

j«

k.

1.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretahat

Paragraf 1 

Sekretahat

PasaJ 3 ....
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Pa sal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pclayanan 
admin istratif dan leknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
pelaporan. uruaan tata usaha. perlengkapan rumah tangga dan unjsan 
Aparaiur Sipil Negara kepada semua unaur di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh Sekretaris 

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
pemberian peiayanan ad min istratif dan teknia yang meliputi 
perencanaan. keuangan dan peiaporan. urusan tata usaha. perlengkapan 
rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di 
lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2|. adalah 
sebagai berikut;

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan aurat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada DKP sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknia agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah dicetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surai-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 

pelaporan pada DKP sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gun an Dae rah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pern ban gun an Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan su rat-many u rat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan. 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pads DKP berdasarkan kewenangan dan 

mem pert imbangkan s umber daya agar pelaksanaati tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsien. dan tepat sasaran;

e. menvclia



6 •

e. meriyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtan^^aan, hubungan masyarakat, kcprotokolan, kearaipan, 
dan barang inventaria serta kelembagaan sesuai prosed ur dan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tcrdb 

administrasi dan dapai menunjang pelaksanaan tugas DKP secara 
optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan admmistrasi dan 

kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DKP;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan 1>e)anja. 
perbendaharaan, verinkast, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada DKP meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan 
barang, perbendaharaan. verifikasi. pembukuan, dan pelaporannya 

sesuai prosedurdan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi barang inventaris;

menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan pcnetapan 

tai^et kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan. terausun dokumen perencanaan. dan akuntabilitas 
kineija yang baik;

J. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah diietapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
anaJisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

m. membina ....
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m. mem bin a, mengawadi. dan menilai kineija bawaban sesuai ketentuan 

peraturan perundeng-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan clan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragra/ 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, urusan tata usaha» kearsipan* urusan adminietraai 
Aparatur SipiJ Negara, urusan pcrlengkapan, rumah tangga. dan 
penataan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 
tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan 
perlengkapan, rumah tangga. dan penataan barang milik negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adaJah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 
menyurat, kenjmahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventahs, kelembagaan, administrasi, 
dan pengelolaan kepegawaian pada DKP sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
ke rumah tan ggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian pada DKP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gunan Daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggangawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan Daerah;

c. menyclia ...
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C-

f.

g*

c. meyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokoJan, kearsipan, barang inventaris, 
kelembagaan, administrasi dan pengelolaati kepegawaian pada DKP 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan aumber daya agar 
peiakaanaan tiigaa beijalan <ian berhasil optimal;

d, mendistribuaikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran; 

menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peracuran perundang*undangan ^ar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat: 
menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang*undangan agar terwujud tcrlib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas OKP secara 
optimal:
menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai proscdur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
kcterbukaan informasi publik:

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan sesuai 
prosedur dan agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan 
menunjang pelaksanaan tugas DKP secara optimal; 
menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 
pegawal yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas; 
menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan. dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwaijud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

1,

J*

1.

n. menyusun ....

I
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n. menyusun laporan di bidang umum dan kepcgawaian berdasarkan 
data dan analisa sebagai in formas! dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o. membma. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai kctentuan 
pcraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinega; dan

p. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinecja organ isasi.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal5

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan metnpunyai tugas melakaanakan 

penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta 
pengclolaan keuangan, penaiausahaan, akuntanai, verifikasi, 
pembukuan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan program dan anggaran serta pengclolaan keuangan, 
penaiausahaan, akuntansi. verifikasi, pembukuan. dan pelaporan.

{3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2), ad a) ah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada 

DKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada 

DKP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan
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c. mengoordinasikan meyelia pelaksanaan penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengdolaan administrasi keuangan dan 
penyuaunan laporan pcnyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada 

DKP berdasarkan kewenangan dan mem pert i mbangkan sumbcrdaya 
agar pelaksanaan tugas beijaJan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan infonnasi perencanaan di linkup 
tugaanya;

f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi Rencana Sfrategis, Indikator Kinerja 

Utama. Rencana Kinerja Tabunan. Rencana Kerja, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran, Peijanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja, dan dokumen 
perencanaan lainnya aesuai Ungkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
bahan Laporan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemcriniah, dan laporan lainnya sesuai 
lingkup tugasnya;

h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja 
langsung di lingkup tugasnya;

j. menyiapkan, mengoordinasikan. dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah diteiapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pendapai, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p, menyusun
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p. menyusun laporan di bidangperencanaan dan keuangan berdasarkan 

data dan ana^isa sebagaJ mformasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalatn rangka 
mendukung kinetja organiaasi.

B^an Keriga

Tugas dan Pungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Paragraf I

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Paaal 6

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan 
dan kerawanan pangan.

(21 Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepaia Bidang Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinaaikan 

pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan 
dan kerawanan pangan.

(3) Uraian tugas Kepaia Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan 

pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun perencanaan di bidang ketersediaan dan kerawanan 

pangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pernbangu nan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis:

C. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keiersediaan dan 
kerawanan pangan bcrdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
6umber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhaai) optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. eflsien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pern binaan kepada masyarakat dal am bidang 
ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;

f. melaksanakan pen dam pin gan kepada kelomp)ok masyarakat di bidang 
ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;

g. menyusun anaiisis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
h. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur pangan. sumber daya 

pendukung ketahanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai dengan 

perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang tel ah 
diietapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan saran, pendapai. dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan berjalan sesuai kctentuan 
peraturan perundang-undangan;

k. menyuaun laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

l. membina. mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2
Seksi Ketersediaan Pangan 

Paaal 7
(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bah an koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantspan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaJuasi 
di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

(2) Seksi ..
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(2) Seksi Keteraediaan Pangan aebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dipimpin 

oleh Kepala Seksi Keteraediaan Pangan yang roempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian. penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan. pemantapan, serta pembenan pendamptngan. 
pemantauan. dan evaluasi di bidang peningkaian keteraediaan pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Kctersediaan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ay at (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan leknis di bidang keteraediaan pangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan percncanaan di bidang keteraediaan pangan sesuai 

prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rcncana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. meyelia pelaksanaan tugas di bidang keteraediaan pangan 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas becjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
bcrjalan dengan efcktif, eflsien, dan tcpat sasaran;

menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;

mcnyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan 
makanan;
menyiapkan pola pangan harapan;

h. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan 
pangan;

menyiapkan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang ketersediaan pangan sesuai dengaji perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinetja;

k, memberikan saran, pen dapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
ketersediaan pangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

e.

f.

s.

1.

j.

menyusun ....
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mcnyusun laporan di ketersediaan pangan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraiuran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisast.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya dan Kerawanan Pangan

Pasal 8

(1) Seksi Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pe manta pan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, 
dan cvaluasi di bidang penyediaan infrastruktur, sumber daya pangan, 
dan kerawanan pangan.

(2| Seksi Sumber Daya dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Sumber Daya dan Kerawanan 

Pangan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi 
di bidang penyediaan infrastruktur, sumber daya pangan, dan kerawanan 
pangan.

(3) Uraian tugas KepaJa Seksi Sumber Daya dan Kerawanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya dan 

kerawanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertiml>angan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang celah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang sumber daya dan kerawanan 
pangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang da pat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategia;

c. menvelia
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c. meyelia pelaksanaan tugas di bidang Bumber day a dan kerawanan 
pangan berdaaarkan kewenangan dan mempertimbangkan somber 

day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasi) optimal;

d. mendistribusikan cugas, memberikan petunjuk. dan a rah an kepada 
bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat saaaran;

€, menyiapkan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

f. menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;

g. menyiapkan bahan analisis penanganan kerawanan pangan:

h. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 
penanganan kerawanan pangan;

i. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan 
pangan dan gizi;

j. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan 
kabupaten;

k. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang sumber daya dan kerawanan pangan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan da lam rangka perbaikan kinerja:

m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sumber 

daya dan kerawanan pangan berjalan sesuai ketentuan peraruran 
peru ndang- u n d angan;

n. menyusun laporan di bidang sumber daya dan kerawanan pangan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugaa;

0.

p-

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawrahan sesuai ketentuan 

peraturan peru ndang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya aesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Paragraf I ...
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Paragraf 1

Bidang Diatiibusi dan Cadangan Pangan

Pasal 9

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembehan 
pendampingan serta pemantauan dan evaJuaai di bidang distribusi dan 
cadangan pangan.

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
yang mempunyai tugas mernimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan 
pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, adalah scbagai berikut:

a. manyusun kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan 
pangan aesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan:

b. menyusun perencanaan di bidang distribusi dan cadangan pangan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Dae rah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. meyelia pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan cadangan pangan 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pembinaan kepada masyarakai di bidang distribusi 

dan cadangan pangan;

r. melaksanakan pendampingan kepada kelompok masyarakat di 
bidang distribusi pangan. harga pangan, dan cadangan pangan;

g. melaksanakan analisis di bidang distribusi dan cadangan pangan;

h. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk 
meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

i mengoordinasikan penyedlaan cadangan pangan dan pelaksanaan 
distribusi pangan;

j. melaksanakan ....
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j.

k.

1.

melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelakaanaan kinerja di 
bidang distribusi dan cadangan pangan aesuai dengan perencanaan 
dan indikator si stem pengendalian in tern aJ yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja;

memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
eecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
distribusi den cadangan pangain berjalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dang- u n da ngan;

menyusun laporan di bidang disinbusi dan cadangan pangan 

berdasarkan data dan analisa sebagai infoimasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

in. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan ha si In v a sesuai target kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

n.

Paragraf 2

Seksi Distribusi Pangan

Pasal LO

(1) Seksi Diathbusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi. pengkajian. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. 
pemantapan. serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaJuasi 
di bidang distribusi pangan.

(2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dipimpin 

oleh Kepala Seksi Distribusi Pangan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi. pengkajian. penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan. pemantapan< serta pemberian pendampingan, 
pemantauan. dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknisdi bidang distribusi pangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas da pat berjalan sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun ....
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b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

I

menyusun bah an perencanaan dl bidang distribusi pangan sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-und an gan 

berdasarkan rencana pembangunan Dae rah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggimgjawabkan agar tersuaun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

meyelia pelaksanaan tugas di bidang distribusi pangan berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendiatribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, efisien, dan tcjwt sasaran;

menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi pangan;

menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan janngan distribusi 
pangan;

menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan 
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

menyiapkan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;

melaksanakan pengendalian dan eveluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang distribusi pangan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada alasan 

sccara langsung maupun tertuUs berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

distribusi pangan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang distribusi pangan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3 

Seksi Harga Pangan

Pasal 11 ..
/
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Pasal n

(1) Seksi Harga Pangan mem puny a i tugas melaksanakan p>enyiapan 
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pe manta pan. serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi 
di bidang harga pangan.

(2) Seksi Hat^a Pangan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpm oleh 
kepala Seksi Harga Pangan yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang harga pangan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang harga pangan sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c- meyelia pelaksanaan tugas di bidang harga pangan berdasarkan 

kewenangan dan memperiimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;

f. menyiapkan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan; 

g- menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

h. melaksanakan pengumpulan data hai^a pangan di tingkat produsen 

dan konsumen untuk panel harga;

i. menyiapkan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga 
pangan;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang harga pangan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan da lam rangka 
perbaikan kineija;

k, memberikan ....
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k.

1.

meraberikan saran, pendapat dan penimbangan kepada ataaan 
secara langaung maupun tertuJis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang harga 
pangan betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyuaun laporan di bidang harga pan gan berdasarkan data dan 
anaiisa sebagai informasi dan pcrtan^ungjawaban pelaksanaan 
tueaa;

m. membina, mcngawaai, dan menilai kinerja bawahan aesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
aesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija oi^nisasi.

n.

Paragraf 4

Seksi Cad an gan Pangan

PasaJ 12

(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakaanakan penyiapan 
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantapan, serta pemberian pendarapingan, pemantauan, dan evaJuasi 
di bidang cadangan pangan.

(2) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh KepaJa Seksi Cadangan Pangan yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan penyiapan koordinasi. pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan. dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Cadangan Pangan sebagai man a dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknisdi bidang cadangan pangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan:

menyusun bahan perencanaan di bidang cadangan pangan sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipenanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

a.

b.

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordinastkan pelaksanaan tugas di bidang cadangan pangan 

berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidajig tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan analisis di bidang cadangan pangan;

f. menyiapkan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan 
pangan Pemerintah Dae rah;

g. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
h. menyiapkan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;

i. melakaanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang cadangan pangan sesuai dengan perencanaan dan indicator 

sistem pcngendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

j. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis bendasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

cadangan pangan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

k. menyusun laporan di bidang cadangan pangan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Paragraf 1

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13 ....
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Pasal 13

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyuaunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konaumsi dan 
keamanan pangan.

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

yang mempunyaj tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
sebagaimana dimaksud padaayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan 

pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang konsumsi dan keamanan pangan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat diperianggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana straiegis;

c. meyelia pelaksanaan tugas di bidang konsumsi dan keamanan 
pangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d- mendiatribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efjsien, dan lepat sasaran;

e. melaksanakan pembinaan kepada masyarakal bidang konsumsi, 
penganekaragaman, dan keamanan pangan;

f. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat bidang konsumsi, 
penganekaragaman, dan keamanan pangan;

g. melaksanakan pendampingan kepada masyarakat di bidang 
konsumsi, penganekaragaman pangan. dan keamanan pangan;

h. melaksanakan ana lisa bidang konsumsi, penganekaragaiman 

pangan, dan keamanan pangan;

t. melaksanakan keijasama an tar lembaga pemerintah, swasta, dan 

masyarakat daiam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal;
j. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran pangan;

k. melaksanakan ....
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k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kineija di 
bidang konsumai dan keamanan pangan aesuai dengan perencanaan 
dan indikator aistem pengendalian internal yang teiah ditetapkan 

daiam rangka perbaikan kineija;

I membcnkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

konaumai dan keamanan pangan berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

m. menyuBUn laporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan 
berdaaarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pcrtanggu ngjawaban pelaksanaan tugas;

n. meinbina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan tugas pcgawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 14

(1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian. penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan. dan evaluasi di bidang konsumsi dan Penganekaragaman 
pangan.

(2) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagai man a dimaksud 

pada ayat (1| dipimpin oleh Kepala Seksi Konsumsi dan 

Penganekaragaman Pangan yang mempunyai tugas mem im pin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengk^ian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan Penganekaragaman 
pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaJah sebagai berikut:

a. menyusun ....
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a.

b.

e.

f.

i.

k.

1.

m.

menyuaun bahan kebijakan teknis di hidang konsumsi dan 

penganekaragaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijaian sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

raenyusun bahan perencanaan di bidang konsumsi dan 
penganekaragaman pangan sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

meydia pelaksanaan tugas di bidang konsumsi dan 

penganekaragaman pangan berdasarkan kewenangan dan 
mernpertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal:

mendistnbusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijaian dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyiapkan bahan analisis di bidang konsumsi dan
penganekaragaman pangan dan pen gem ban gan pangan lokal;

menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas 

dan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat 
per kapita per tahun;

menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan 
pangan keluarga,

menyiapkan bahan penyusur\an peta poia konsumsi*
Penganekaragaman pangan;

menyiapkan bahan pendempingan di bidang konsumsi.
Penganekaragaman pangan;

menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam. bergizi 
seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal;

menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non 
beras dan non terigu;

menyiapkan bahan keija sama an tar lembaga pemerintah, swasta, 
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi 
pangan berbasis sumber daya lokal;

melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan kineija di 
bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

n. memberikan
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n.

o.

membenkan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

konsumai dan penganekaragaman pangan beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang konsumai dan pcnganekaragaman 
pangan berdaaarkan data dan anattsa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

mcmbina, mengawaai, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf3

Seksi Keamanan Pangan

Pa sal 15

(1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakaanakan penviapan 
koordinasi. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakanr 
pemantapan, serta pcml>erian pendampingan, pemantauan. dan evaluasi 
di bidang keamanan pangan.

(2| Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ay at (1| di pirn pin 
oleh Kepala Seksi Keamanan Pangan yang mempunyai tugas mcmimpin 

pelaksanaan pen>napan koordinasi, pengk^ian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, 
pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2|. adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang keamanan pangan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjasvabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyeNa ....
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c. meyelia pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan berdasarkan 
kewenangan dan mem peril mbangkan sumbcr daya agar pelaksanaan 
tugaa beijalan dan berhasil optimal;

d. mendiatribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran.

c. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan 
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan 
mformasi keamanan pangan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan 
aertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

g. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan Daerah;

h. menyiapkan bahan komunikasi, intormasi. dan edukasi keamanan 
pangan;

i. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan 

pangan. pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi 
keamanan pangan;

j. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang keamanan pangan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertlmbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan ^ar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
keamanan pangan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

l. menyusun laporan di bidang keamanan pangan berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja oi^nisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pa sal 16 . ..
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Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 61 Tahun 2016 ten tang Uraian Tugaa Jabatan Pada Dinaa Ketahanan 
Pangan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 61)» dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^ lett

BUPATI BOYOLALI,

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal J. 2018

Leno SAMODRO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Asisten Adr (ihistras Umum, ; ■ * 1

SU(iri'aNTOi
*

BERITA DAEF^H KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 

Salinan seauai dengan aslmya

KEPALA BAOIAN HOKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRl/SUKARTININGSIH 
^mbina

NIR 19671102 199403 2 009


